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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat dan rahmat Nya jajaran Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyelesaikan penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Utama (Settama) untuk periode tahun 2020-2024
sebagai penjabaran dari Renstra BKKBN Tahun 2020-2024. Renstra Settama BKKBN
2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat mandat/tugas dan fungsi,
kewenangan, peran, perkembangan kondisi/isu strategis, potensi dan permasalahan
yang harus diatasi, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan prioritas yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh seluruh jajaran di lingkungan Settama
BKKBN dalam kurun waktu 5§ (lima) tahun kedepan. Renstra ini diharapkan juga
dapat menjadi salah satu panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program maupun anggaran, serta pengembangan kebijakan dan kegiatan prioritas
kesekretariatan kedepan.

Seluruh Unit Kerja Eselon Il (UKE 1l), Pimpinan maupun Staf, di lingkungan Settama
BKKBN harus dapat mengimplementasikan Renstra ini dengan berorientasi pada
peningkatan kinerja yang lebih baik (better performance) untuk menjamin keberhasilan
dalam memberikan pelayanan secara maksimal dari sisi dukungan manajemen dan
dukungan tata kelola administratif yang dibutuhkan oleh seluruh Unit Kerja BKKBN
baik pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan
Renstra Settama BKKBN 2020-2024 ini, seluruh Tim Teknis Penyusun Renstra lintas
UKE Il Settama BKKBN, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam
penyusunan Renstra ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, mari kita
terus tingkatkan koordinasi dan sinergitas baik secara internal lintas bagian dalam
lingkup UKE Il dan lintas UKE Il dilingkungan Settama, maupun koordinasi eksternal
dengan mitra kerja atau K/L lain yang terkait, sehingga kita semua dapat melaksanakan
seluruh program dan kegiatan prioritas Sekretariat Utama BKKBN secara lebih terarah,
efektif, efisien, dan akuntabel.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 8 Juni 2020,
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum
A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) periode tahun 2020-2024 telah disahkan melalui Peraturan
BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2020-
2024 dan masuk di dalam Berita Negara RI Nomor 466 Tahun 2020. Dalam
Renstra tersebut telah dijabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, serta
Arah Kebijakan dan Strategi yang secara umum mengacu pada amanat
Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga, dan secara khusus menerjemahkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Renstra BKKBN 2020-2024 juga telah memperkenalkan perubahan istilah
Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan
dan Keluarga Berencana (disingkat menjadi Program Bangga Kencana),
sebagaisalah satu bagian dari strategi rebranding BKKBN untuk memasyarakat
Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN. Perubahan nama program
tersebut diharapkan dapat meningkatkan implementasi berbagai kegiatan
diseluruh tingkatan wilayah dan memudahkan dalam penyebutan program.
Secara konsep, peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukan
bahwa BKKBN merupakan lembaga yang terdekat dengan keluarga Indonesia,
yang ingin memahami kebutuhan seluruh keluarga Indonesia serta dapat
memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. BKKBN harus
dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta
meningkatkan kualitas keluarga.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,
BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua)
dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN
IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program
Prioritas (PP); 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, 2)
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Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dan 3) Peningkatan akses dan
mutu pelayanan kesehatan. Sebagai penjabarannya, Renstra BKKBN 2020-
2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana) telah secara detail menggambarkan dukungan terhadap
upaya mensukseskan RPJMN 2020-2024.

Untuk memastikan Renstra BKKBN 2020-2024 dapat diimplementasikan
dengan efektif, efisien, dan akuntabel telah dijabarkan peran dan dukungan
seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN, baik level Unit Kerja Eselon | (UKE 1),
maupun level Unit Kerja Eselon Il (UKE Il). Penjabaran peran/tugas tersebut
juga telah dilengkapi dengan berbagai indikator, baik Indikator Dampak
(impact), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Program/Indikator
Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), maupun
Indikator Keluaran/Output, dan seluruhnya telah disertai target/sasaran yang
harus dicapai selama periode pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024.

Untuk menjabarkan peran/tugas UKE | Sekretariat Utama BKKBN dalam
turut mendukung upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan berbagai indikator
BKKBN sebagaimana telah tercantum di dalam Renstra BKKBN 2020-2024,
maka perlu disusun Renstra Sekretariat Utama (Settama) BKKBN.

Settama BKKBN merupakan UKE | yang berada dalam lingkup Program
Dukungan Manajemen (program generik/pendukung) yang memiliki peran
utama dalam memastikan seluruh dukungan atas berbagai urusan manajerial
dan administrasi pengelolaan instansi BKKBN dalam penyelenggaraan
Program Bangga Kencana dapat terpenuhi. Secara umum, tentunya hal-
hal yang menjadi prioritas Sekretariat Utama merupakan bentuk dukungan
terhadap upaya pencapaian seluruh target/sasaran BKKBN yang meliputi
seluruh UKE | (Kedeputian Bidang) di tingkat pusat serta berbagai kebutuhan
dalam pengelolaan dukungan manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi.

Arah kebijakan, strategi dan berbagai kegiatan prioritas yang diemban oleh
Settama BKKBN lebih fokus pada kegiatan yang bersifat dukungan dari sisi
manajerial dan administrasi, seperti koordinasi landasan hukum/kebijakan,
tata kelola organisasi, administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan
kearsipan, pengelolaan keuangan dan BMN, pengelolaan manajemen
kepegawaian, perencanaan program dan anggaran, serta memperhatikan
berbagai kebutuhan dukungan manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi.

Rencana Strategis Sekretariat Utama BKKBN 2020-2024




Perumusan Renstra Settama BKKBN harus benar-benar dapat
diimplementasikan secara cepat (kecepatan respon terhadap kebutuhan
Unit Kerja lain) dan tepat (tepat sasaran). Untuk itu Renstra Settama ini juga
memperhatikan/mempertimbangkan berbagai perkembangan isu/lingkungan
strategis yang menjadi sasaran pelayanan serta memperhatikan permasalahan
yang ada dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mempertimbangkan
berbagai strategi kegiatan yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan
pelayanan kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN secara maksimal.

. Isu Strategis

Sebelum mengembangkan arah kebijakan dan strategi yang akan menjadi

fokus Settama BKKBN selama periode 2020-2024, maka terlebih dahulu

harus melihat berbagai isu strategis yang berkembang pada lingkup kerja

kesekretariatan yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung kebutuhan

seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN, diantaranya:

1) Isu strategis terkait Tata Kelola Kepegawaian;

a. Pengembangan Penilaian Kinerja Individu.

Penilaian kinerja PNS di lingkungan BKKBN dilakukan menggunakan
Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dan Sistem Informasi Visum Kinerja
(SIVIKA). PPK terdiri dari sasaran kerja pegawai (SKP), penilaian
sasaran kerja, serta penilaian perilaku yang masih dinilai setahun
sekali. Sivika merupakan aplikasi yang memuat laporan kerja harian
pegawai untuk menjadi salah satu komponen pelaksanaan pemberian
tunjangan kinerja yang di dalamnya terdapat data SKP agar pegawai
dapat dipantau/dimonitor dan dievaluasi dalam mengerjakan tugas/
fungsi yang relevan dengan target kinerjanya. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS,
penilaian kinerja pegawai bertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem
karier. Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu Sistem
Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan Kkinerja,
pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja,
tindak lanjut kinerja, serta sistem Informasi Kinerja PNS.

Dalamrangka pengembangan penilaian kinerjaindividu, perludibangun
suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS di lingkungan BKKBN yang
dapat mengolah target dan capaian kinerja korporat sampai dengan
level individu (integrasi antara manajemen kinerja organisasi dengan
penilaian kinerja individu). Kemudian untuk melakukan penilaian
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prestasi kinerja pegawai (yang lebih objektif, terukur, akuntabel,
partisipasif dan transparan), juga dibutuhkan sistem informasi kinerja
yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Kinerja PNS.

b. Pengembangan Manajemen Talenta.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil pada pasal 162 menegaskan bahwa
Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier,
Mutasi, dan Promosi merupakan Manajemen Karier PNS yang harus
dilakukan dengan menerapkan Sistem Merit. Salah satu kriteria sistem
merit untuk mendukung pelaksanaan pengangkatan jabatan dalam
jabatan pimpinan tinggi dan administrasi adalah memiliki manajemen
karir yang memiliki perencanaan, pengembangan, pola karier dan
kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.
Berdasarkan rekomendasi KASN pada SK Surat Keputusan Komisi
Aparatur Sipil Negara Nomor 06/KEP.KASN/C/1/2020 tentang
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dilingkungan BKKBN,
diharapkan BKKBN dapat menyempurnakan talent pool dan rencana
suksesi yang sudah ada berdasarkan standar kompetensi manajerial,
sosio kultural, dan teknis. BKKBN telah menetapkan regulasi terkait
penerapan manajemen talenta, yaitu Peraturan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (Perban) Nomor 5 Tahun 2020
tentang Manajemen Talenta Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang
telah ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2020 dan telah diundangkan
pada tanggal 30 Maret 2020. Secara insfrastruktur, telah tersedia menu
9 Kotak dalam Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia
(SIM SDM), namun masih harus disempurnakan sesuai dengan
peraturan. Seluruh bisnis proses tekait dengan pegisian jabatan
Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator dilakukan melalui aplikasi
SIM SDM. Selanjutnya, BKKBN masih memerlukan pengembangan
Sistem Manajemen Talenta PNS terhadap seluruh aspek manajemen
talenta, yaitu kelembagaan manajemen talenta, penyelenggaraan
manajemen talenta, dan pengembangan sistem informasi manajemen
talenta.

2) Isu Strategis terkait Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
Pengelolaan Keuangan dan BMN harus menjadi perhatian khusus karena
sangat terkait dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan, laporan kinerja
pelaksanaan anggaran, dan tentunya juga sangat terkait dengan penilaian

Rencana Strategis Sekretariat Utama BKKBN 2020-2024




SPIP. Renstra Settama 2020-2024 ini perlu memperhatikan isu strategis
diantaranya;

a.

Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, khususnya Pasal 32 yang menyatakan bahwa
bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/
APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Settama
BKKBN perlu melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja/satuan
kerja (Satker) di lingkungan BKKBN untuk dapat memahami alur
penyusunan Laporan Keuangan yang baik dengan memperhatikan
8 (delapan) prinsip-prinsip akuntasi dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah; Basis Akuntansi, Nilai Historis, Realisasi,
Substansi, Periode, Konsistensi, Pengungkapan yang lengkap,
serta Penyajian Wajar. Hal ini juga sebagai salah satu upaya dalam
mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan BKKBN. Dalam
upaya mempertahankan Opini WTP BKKBN, perlu memperhatikan
berbagai upaya peningkatan kapabilitas dan pemahaman para
petugas keuangan (UAKPA/B), terutama dalam penatakelolaan
administrasi keuangan dan BMN dengan standar akuntansi yang
sesuai dengan peraturan, serta meningkatkan komitmen dan peran
serta pimpinan dalam menjaga opini WTP melalui penekanan dan
pemantauan secara berkesinambungan atas tindak lanjut temuan
pemeriksaan BPK.

Indikator Persentase Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
RI selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas
kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L)
dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan
anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap
regulasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018
tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja
K/L). Adapun tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA adalah untuk;
1 Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi
Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM
yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM), 2 Mendukung Manajemen
Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi
Halaman Il DIPA, Retur SP2D), dan ® Meningkatkan Kualitas Laporan
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Keuangan (LKKL/LKPP). IKPAtelah mengubah sudut pandang bahwa
penyerapan anggaran bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan
dalam pelaksanaan anggaran K/L. Settama BKKBN harus dapat
mengoptimalkan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaan
(IKPA) sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan
anggaran di lingkungan BKKBN.

Implementasi Pengendalian Intern di Lingkungan BKKBN.

Tuntutan akan adanya suatu pengendalian atas risiko kegiatan akhir-
akhir ini menjadi kebutuhan dan harus diimplementasikan dengan
baik. Berbagai perangkat telah disiapkan oleh pemerintah, terutama
dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara
(BMN), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Penerapan unsur SPIP tersebut harus dilaksanakan menyatu dan
menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Komitmen
dan harapan BKKBN untuk meningkatkan level maturitas SPIP
yang saat ini berada pada level 3,2 dan menjadi 4,2 di tahun 2024
harus didukung sepenuhnya oleh seluruh jajaran Settama BKKBN.
Diharapkan pelaksanaan SPIP yang terintegrasi dalam pelaksanaan
kegiatan rutin di lingkungan BKKBN dapat menunjang pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (RB) di BKKBN secara terus menerus dan
berkesinambungan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean
Government.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Distribusi Dinamis Alat/
Obat Kontrasepsi (Alokon).

Settama BKKBN juga memiliki tugas yang sangat strategis, diantaranya
dalam pengelolaan BMN dan pengelolaan Distribusi Dinamis Alokon.
Dalam hal pengelolaan BMN, Settama (dalam hal ini Bikub) dituntut
harus dapat terus mengembangkan sistem informasi pengelolaan
keuangan dan BMN yang menyesuaikan dengan peraturan yang
sangat dinamis, serta peningkatan penatakelolaan BMN yang sesuai
dengan standar yang baku, yaitu pengelolaan BMN yang sesuai
dengan siklus BMN dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan,
penatausahaan, pemeliharaan, penghapusan, monitoring dan evaluasi
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serta pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya dalam hal pengelolaan Distribusi Dinamis Alokon, Settama
BKKBN harus dapat merencanakan dan melaksanakan distribusi
alokon dengan baik. Prioritas yang harus menjadi perhatian kedepan
diantaranya; " Meningkatkan sistem pengelolaan penyimpanan dan
penyaluran alokon yang sesuai dengan kondisi yang sekarang ini
dimanadiharapkan tidak terdapat stock out maupun over stock disemua
tingkatan faskes yang ada dengan memperhatikan tepat tempat, tepat
jumlah, tepat produk/jenis, tepat kondisi, tepat biaya/harga, dan tepat
waktu (6 Tepat); dan 2 Memastikan adanya dukungan kebijakan yang
dipayungi oleh regulasi yang memadai terkait kuantitas Alokon (jumlah
buffer stock/persediaan) yang harus tersedia di Gudang (Gudang
Alokon BKKBN Pusat Jatimekar), sehingga perhitungan kebutuhan
akan anggaran distribusi/handling cost dapat dilakukan tepat dan
dapat terpenuhi.

3) Isu Strategis terkait tata kelola regulasi dan organisasi;

a.

Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan Program Bangga
Kencana (Omnibus Law).

Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam konsep Omnibus
Law diharapakan dapat meningkatkan pelaksanaan Program Bangga
Kencana. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan rumusan dalam
berbagai peraturan yang ada, menjadi persoalan yang mungkin justru
dapat menghambat operasionalisasi program/kegiatan prioritas yang
dibutuhkan selama ini, sehingga konsep Omnibus Law dinilai dapat
menjadi salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan
tersebut. Untuk melakukan Penyederhanaan Peraturan Perundang-
undangan, perlu disusun tahapan dan tatanan konsep yang jelas,
seperti dilakukan identifikasi kebutuhan yang dituangkan dalam
Program Legislasi BKKBN dan hasil identifikasi tersebut menjadikan
dasar untuk mencabut sekaligus menyederhanakan sejumlah
peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sebagai respon terhadap kondisi masa dan pasca Pandemi
Covid-19 (menuju persiapan dan implementasi era new normal) saat
ini perlu dirancang suatu konsep substansi regulasi yang merespon
terhadap penerapan kondisi new normal, baik saat ini atau pada
tahun-tahun mendatang yang mungkin diperlukan penyesuaian yang
cukup dinamis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKKBN.

b. Percepatan penataan organisasi pasca transformasi atau pengalihan
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Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsional (JF).
Transformasi atau pengalihan JA ke JF bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan,
sehingga terbentuk birokrasi yang dinamis dan professional.
Penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap, yaitu; identifikasi
jabatan administrasi pada unit kerja, pemetaan jabatan dan pejabat
administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, pemetaan
jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang dialihkan,
penyelarasan tunjangan jabatan administrasi, serta penyelarasan
kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Adapun beberapa dukungan kebijakan yang perlu disiapkan oleh

Settama BKKBN (dalam hal ini Biro Hukum, Organisasi dan Humas/

Bihom) dengan koordinasi baik internal unit kerja di BKKBN maupun

eksternal dengan K/L terkait, diantaranya:

e Penetapan Peraturan BKKBN yang terkait Jabatan Fungsional.

e Penguatan Jabatan Fungsional termasuk adanya kejelasan pola
karir, rotasi dan mutasi, peningkatan kompetensi, dan tunjangan
Jabatan Fungsional.

e Pembentukan Jabatan Fungsional baru yang bersifat teknis
substantif dan administratif.

e Penetapan uraian fungsi organisasi dan tugas koordinator Jabatan
Fungsional.

¢ Membangun mekanisme pembinaan dan penilaian kinerja Jabatan
Fungsional antara instansi pembina dengan pembina teknis internal.

e Alokasi anggaran untuk mendukung pengalihan Jabatan
Administrasi (struktural) ke dalam Jabatan Fungsional.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian

Penduduk dan KB.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

berdasarkan prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, maka

didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan

NSPK dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

melaksanakanpembinaandanpengawasanterhadappenyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. NSPK ini

untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki
urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana yang sifatnya tidak hirarki, memberikan pedoman dalam
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menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (bersaingan) serta
menjadikewenangan pemerintah pusatdan untuk menjadikewenangan
daerah. Tujuannya, menghindari tumpang tindih penyelenggaraan
dan pengelolaan urusan pemerintahan, meminimalisasi konflik
masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan serta memperjelas arah kebijakan pemerintah
daerah menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan. NSPK Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan tentang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Daerah.

4) Isu Strategis terkait perencanaan program dan anggaran;
a. Perumusan arah kebijakan dan strategi melalui pengembangan
indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan prioritas, diantaranya:

e Pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang semula
bersifat money follows function menjadi money follows program.
Dalam hal ini bahwa perencanaan anggaran harus selektif dengan
mempertimbangkan baik dari sisi arah kebijakan dan strategi dalam
Renstra BKKBN 2020-2024, memperhatikan Proyek Prioritas
Nasional (RPJMN dan RKP), maupun kebijakan BKKBN terkait
kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan dalam Rencana Kerja
(Renja) tahunan. BKKBN harus dapat mengutamakan pembiayaan
untuk program/kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya
pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan.

e Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang
holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial (HITS).

Dalam konteks pendekatan holistik, Program Bangga Kencana
harus dapat dilaksanakan dengan mobilisasi seluruh potensi dan
daya baik di lingkungan BKKBN maupun bersama-sama dengan
Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja di seluruh tingkatan
wilayah. Pada pendekatan tematik, Program Bangga Kencana
akan difokuskan pada tema sesuai Sasaran Pembangunan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah
ditetapkan dalam RPJMN. BKKBN mengembangkan keterpaduan
dan sinergitas program dan kegiatan lintas sektor (terintegrasi)
baik dengan Pemangku Kepentingan maupun dengan Mitra Kerja
di semua tingkatan wilayah. Terkait dengan pendekatan spasial,
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Program Bangga Kencana harus dapat diimplementasikan di
seluruh tingkatan wilayah dengan memperhatikan segmentasi
sasaran prioritas wilayah.

e Merencanakan program dan anggaran dengan memperhatikan
pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja, terpadu (unified
budgeting), serta mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM);

b. Pengembangan akuntabilitas kinerja berbasis online (e-Kinerja)

BKKBN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance), maka penataan organisasi, penyempurnaan proses

bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia merupakan
pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB bahwa monitoring

pencapaian kinerja di lingkungan BKKBN belum dilakukan secara

bertahap dan belum diintegrasikan menggunakan Tl dimana pimpinan
akan dapat memantau secara langsung dan berjenjang atas capaian
kinerja berdasarkan perjanjian kinerja pada seluruh level jabatan.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, salah satu quick wins dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi di BKKBN adalah pembangunan

e-kinerja yang terintegrasi dengan manajemen kinerja Balanced

Scorecard (BSC).

Sesuai dengan prinsip strategic management office bahwa

pengembangan kinerja harus dapat menggambarkan pengintegrasian

antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Pembangunan
e-kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan
mengembangkan kinerja individu dan tim. Penjabaran kinerja
organisasi yang diturunkan kepada kinerja individu telah dilakukan
melalui cascading perjanjian kinerja eselon Il (Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama) kepada Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di

lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan Provinsi seluruh Indonesia.

Kinerja individu tersebut akan ditampilkan dalam bentuk form Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) yang berisi kegiatan utama (berdasarkan

cascading perjanjian kinerja) dan kegiatan tambahan.

5) Isu Strategis terkait pelayanan umum;
Dalam meningkatkan kinerja Settama BKKBN terkait pelayanan umum
yang diberikan, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama
diantaranya:
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a. Kearsipan.

Saat ini perlu ditingkatkan nilai atas pengawasan kearsipan BKKBN,
dimana kondisi saat ini BKKBN masih mendapat nilai dan kategori
yang kurang menggembirakan. Diharapkan setiap tahun penilaian
pengawasan kearsipan dapat meningkat baik nilaimaupun kategorinya.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, seluruh instansi
diwajibkan memiliki 4 pilar yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Naskah
Dinas, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Hak Akses Arsip.

b. Beberapa hal terkait pelayanan umum yang masih harus ditingkatkan

kualitasnya diantaranya  persuratan, pemanfaatan sarana dan
prasarana kantor, pelayanan kerumah tanggaan pimpinan,
dan pelayanan keprotokoleran juga harus mendapat prioritas
pengembangannya oleh jajaran Settama BKKBN.
Dari sisi persuratan, upaya peningkatan pelayanan persuratan yang
lebih cepat dan tepat disiapkan melalui pengembangan suatu sistem
aplikasi yang dapat di akses baik di dalam maupun di luar kantor. Dari
sisi pelayanan tentang pemanfaatan sarana dan prasarana kantor
dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas perlu dilakukan
peremajaan dan/atau penggantian sarana yang baru agar pelayanan
sarana prasarana di lingkungan kerja BKKBN dapat berjalan dengan
baik. Settama BKKBN juga diharapkan dapat turut memperhatikan
standar kebutuhan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masa dan
pasca Pandemi Covid-19 (memasuki era New Normal), sebagai
wujud antisipasi pencegahan virus corona agar seluruh pegawai/ASN
BKKBN dapat bekerja dengan tenang dan memberikan kenyamanan
di lingkungan kantor. Dari sisi pelayanan kerumahtanggaan pimpinan
dan perkantoran, perlu meningkatkan pelayanan secara cepat,
layak dan prima yang dapat dirasakan oleh seluruh pegawai/ ASN
BKKBN, termasuk terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
keprotokoleran, baik kepada intern BKKBN maupun kepada mitra
kerja (pelayanan prima) sehingga citra BKKBN tetap terjaga.

1.2. Potensi dan Permasalahan
Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi di lingkungan Sekretariat Utama
(Settama) BKKBN, perlu memperhatikan segala permasalahan kesekretariatan
secara umum serta memahami potensi-potensi yang dimiliki/tersedia. Analisis
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atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat

diisi dengan program/kegiatan yang tepat (tepat sasaran) sekaligus mampu

menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang. Beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian oleh seluruh jajaran Settama BKKBN diantaranya;

a. Sistem penilaian kinerja pada level individu dan penerapan manajemen
talenta di lingkungan BKKBN.
Permasalahan yang terkait sistem pengelolaan kepegawaian yang harus
segera ditindaklanjuti di BKKBN saat ini yaitu perlunya pengembangan sistem
penilaian kinerja yang dapat mengukur kinerja pegawai dilevel individu.
Perlu dikembangkan suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS di lingkungan
BKKBN yang dapat mengolah target dan capaian kinerja korporat sampai
dengan level individu (terintegrasi antara manajemen kinerja organisasi
dengan penilaian kinerja individu). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BKKBN yang dinilai berdasarkan
prestasi kinerja pegawai (yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipasif
dan transparan). Kemudian, untuk mewujudkan manajemen kepegawaian
berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja PNS, dibutuhkan sistem
informasi kinerja yang juga merupakan bagian dari Sistem Manajemen Kinerja
PNS. Dalam pengembangannya kedepan, juga diperlukan pengintegrasian
antara kinerja organisasi dan kinerja individu. Pembangunan e-kinerja
bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan
kinerja individu dan tim.
Potensi yang ada saat ini yaitu telah tersedianya sistem penilaian kinerja, yaitu
SIVIKA. Namun, SIVIKA saat ini hanya memuat uraian tugas berdasarkan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Untuk itu, pengembangan SIVIKA dan/atau
pengintegrasiannya dengan sistem lain yang diperlukan sebagai alat ukur
kinerja pegawai akan terus diupayakan.
Lebih lanjut, penerapan manajemen talenta di BKKBN perlu dikembangkan.
Hal ini didukung dengan penyediaan data kompetensi, potensi dan kinerja
pegawai untuk membentuk talent pool (9 Kotak). Potensi yang ada saat ini,
data asesmen pegawai BKKBN yang telah mulai dapat tersedia walaupun
masih berjumlah 19,36 persen. Untuk pengembangannya masih diibutuhkan
sumber daya agar seluruh pegawai BKKBN dapat dipetakan pada aplikasi
9 Kotak. Penguatan pemanfaatan Assessment Center sebagai salah satu
potensi yang dimiliki BKKBN untuk menyediakan data kompetensi pegawai
menjadi sangat penting untuk dikembangkan.

b. Transformasi atau pengalihan (proses inpassing) Jabatan Administrasi (JA)
ke Jabatan Fungsional (JF).
Transformasi atau pengalihan JA ke JF bertujuan untuk meningkatkan
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efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan,
sehingga terbentuk birokrasi yang dinamis dan professional (perampingan/
penyederhanaan birokrasi).

Permasalahan yang kemungkinan akan muncul dalam menuntaskan
perampingan birokrasi ini adalah pada proses inpassing ke jabatan
fungsionalnya serta kesetaraan tunjangan jabatan struktural dan fungsional.
Selain itu, penyederhanaan birokrasi juga berdampak pada tatanan dan pola
kerja baru. Potensi tindak lanjut yang harus segera dikembangkan setelah
penyederhanaan birokrasi tersebut dilaksanakan antara lain; Penataan
Organisasi / Kelembagaan, Perubahan Pola Kerja (koordinator dan sub-
koordinator), Penataan Formasi dan Peta Jabatan dalam rangka Pola Karier
(baik JF dan JPT), Pengembangan Karier/ Kompetensi Kepemimpinan/
Manajerial bagi Pejabat Fungsional (SKP), dan pengembangan Pola Karier
(manajemen talenta).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dukungan manajemen
dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana, saat ini perlu dilakukan
peningkatan kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Sekretariat Utama dalam hal ini mendukung pencapaian
Target Tingkat Maturitas SPIP BKKBN Level 4,2 Tahun 2024 sebagaimana
terlampir pada Indikator Sasaran Outcome (Eselon |) Matriks Renstra
Settama Tahun 2020-2024. Level tersebut merupakan Tingkat kematangan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai
tujuan pengendalian intern, dimana Level/tingkatannya terdiri atas Level 0
(belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi),
Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan SPIP saat ini diantaranya; " SPIP belum menjadi
tanggung jawab seluruh Unit Kerja dan seolah-olah hanya menjadi tanggung
jawab Satgas SPIP, ? Kurang disiplin dalam pengumpulan dokumen bukti
Penyelenggaraan SPIP sehingga ketika diperlukan dokumennya kurang
lengkap, dan ® Belum terinternalisasinya SPIP secara maksimal pada seluruh
pegawai. Dengan potensi teah dilakukan sosialisasi guna memberikan
pemahaman tentang SPIP, diharapkan ketiga permasalahan utama tersebut
dapat segera diatasi dan membawa BKKBN menuju Level Maturitas SPIP
yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi.

Visi yang ingin dicapai dari Reformasi Birokrasi pemerintahan vyaitu
pemerintahan yang professional, berintegritas tinggi dan memberikan
pelayanan prima serta menejemen pemerintahan yang demokratis,
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sedangkan Misi yang diharapkan adalah untuk dapat membentuk atau
menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan
tata kelola pemerintah yang baik. Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan
reformasi Birokrasi, BKKBN masih perlu melakukan penetapan Peta Jalan
(Road Map) Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi BKKBN. Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi BKKBN
merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang
disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya
selama lima tahun dengan sasaran per tahun. Output yang perlu dicapai
oleh BKKBN dalam waktu dekat adalah tersedianya dan terlaksananya Peta
Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi BKKBN, Quick Wins dan Rencana
Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 — 2024. Salah satu potensi
yang telah dimiliki oleh BKKBN diantaranya telah terbentuknya Tim Penyusun
Roadmap RB BKKBN 2020-2024 yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024. Dalam mendukung pencapaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) BKKBN, ditetapkan pokja-pokja pelaksanaan
RB pada tingkat corporate maupun tingkat Unit.

Permasalahan yang dihadapi dan harus segera dapat diselesaikan dalam
peningkatan pelaksanaan RB diantaranya; " Perlu peningkatan peran dan
tanggungjawab seluruh Unit Kerja di BKKBN, sehingga implementasi RB
BKKBN dapat menjadi tanggung jawab bersama seluruh pokja di BKKBN,
tidak hanya menjadi tanggung jawab Settama BKKBN (Bihom) selaku
Sekretariat RB, 2 Perlu peningkatan kedisiplinan dalam pengumpulan
dokumen bukti RB sehingga ketika diperlukan seluruh dokumen pendukung
dapat segera tersedia dengan lengkap, ® Perlunya internalisasi RB secara
maksimal pada seluruh pegawai BKKBN.

Dukungan terhadap salah satu Quick Wins BKKBN terkait ketersediaan
alokon di tingkat fasilitas kesehatan (faskes) atau “zero stock out’.

Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah beberapa gudang
alokon Tk. Provinsi yang over stock sehingga perlu penanganan secara
cepat dalam mendistribusikan Alokon tertentu (distribusi dinamis) antar
Perwakilan BKKBN Provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan
pengembangan digitalisasi, melalui Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon
(Sirika), hal ini dapat mengoptimalkan upaya dalam monitoring dan
pengelolaan ketersediaan Alokon. Salah satu potensi yang ada saat ini
bahwa proses digitalisasi sistem rantai pasok ini mendapatkan dukungan
dari pihak donor yaitu Johns Hopkins Center for Communication Programs
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(JHCCP) dalam pengembangan aplikasinya. Beberapa Kegiatan yang telah
dilaksanakan diantaranya; ¥ Pembentukan tim rantai pasok yang dituangkan
kedalam SK Tim Rantai Pasok (yang sementara ini SK-nya masih dalam
taraf penyempurnaan legal drafting di BIHOM, 2 Pengembangan metode
pembelajaran daring (e learning) terkait rantai pasok ini, dengan bantuan
dari PULAP, dan ® Penyempurnaan Modul e learningnya oleh PULAP dan

JHCCP.

Lebih lanjut, BKKBN juga perlu memperhatikan permasalahan ketersediaan

Alokon pada masa dan pasca Pandemi Covid-19, terutama dalam masa

penerapan “‘new normal’ yang dimulai pada pertengahan tahun 2020.

Beberapa permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh BKKBN terkait hal

tersebut diantaranya proses seleksi pemilihan jenis Alokon, perencanaan

kebutuhan (quantifikasi), penyediaan dan pengadaan, penyaluran serta
monitoring dan evaluasi.

- Dari sisi pemilihan jenis Alokon, diperlukan identifikasi atas jenis
alokon yang akan disediakan kemudian merumuskan jenis yang akan
disediakan. Dimulai dengan identifikasi secara daring (dengan tetap
berkoordinasi dengan pihak terkait), sedangkan untuk proses uji kualitas
(pre market survailance) pada saat proses pengadaannya tentunya
pihak panitia (UKPBJ) akan secara langsung terjun ke lapangan. Untuk
uji kualitas setelah dilakukan pembelian dapat dilakukan secara berkala
oleh komponen pengampu (post market survailance).

- Dari sisi perencanaan kebutuhan alokon, harus dapat memperkirakan
kebutuhan alokon yang didasarkan atas data konsumsi, data pelayanan,
data demografi dan data target program. Hal ini sering dikaitkan dengan
metode kuantifikasi. Metode ini dilaksanakan dalam beberapa tahap
yaitu; persiapan, perkiraan, perencanaan pasokan, dan reviu.

- Dari sisi penyediaan dan pengadaan, BKKBN memiliki potensi untuk
melaksanakan proses pengadaan melalui katalog sektoral yang telah
berjalan dan dilakukan secara daring, sehingga dalam masa dan pasca
Pandemi Covid-19 (penerapan New Normal) proses ini diharapkan tidak
akan mengalami kendala. Apabila dalam satu dan lain hal katalog sektoral
tidak dapat dilaksanakan, BKKBN masih dapat menggunakan metode
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dari sisi penyaluran, yang pertama perlu diperhatikan adalah penyaluran
dari pusat ke provinsi (buffer stock), saat Pandemi Covid-19 ini
pengelola alokon tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketersediaan
alokon tersebut. Permintaan dari provinsi dilakukan lewat daring dan
penyalurannya menggunakan jasa pengiriman (cargo). Penyaluran alokon
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dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah ketersediaan, monitoring
dan tingkat persediaan di masing-masing sarana penyimpanan. Lebih
lanjut yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah penyaluran/
distribusi Alokon dari gudang Tk. Provinsi ke Gudang OPD KB Kabupaten
dan Kota, hal ini memerlukan ketelitian dalam penyusunan rencana
distribusi (rensi) yang memperhatikan rata-rata konsumsi Alokon di
setiap Kabupaten dan Kota.
- Dari sisi monitoring dan evaluasi, BKKBN harus dapat melakukan
pemantauan atas ketersediaan Alokon yang dilakukan secara berjenjang.
Hal ini dilakukan minimal sekali dalam setahun, namun demikian
monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin akan memberikan
hasil yang lebih maksimal dalam pengambilan keputusan.
Tata Kelola Regulasi.
Perwujudan Tata Kelola Regulasi yang berkualitas merupakan salah satu
upaya dalam mencapai sasaran penyediaan landasan hukum yang dapat
dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program Bangga
Kencana diseluruh tingkatan wilayah. Manfaat tata kelola hukum bagi
internal BKKBN dan masyarakat adalah tersedianya landasan hukum
dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, menjamin perlindungan
dan kepastian hukum dalam pelaksanaaan Program Bangga Kencana dan
meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum.
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam tata kelola regulasi yaitu fasilitasi
penyusunan Regulasi/kebijakan dalam mendukung Program Bangga
Kencana dengan konsep dan pendekatan omnibus law.
Proses fasilitasi dilakukan dengan identifikasi kebutuhan dan penetapan
Program Legislasi BKKBN (Proleg BKKBN) yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BKKBN. Selanjutnya dilakukan fasilitasi penyusunan dan
pembahasan (legal drafting), fasilitasi harmonisasi di Kementerian Hukum
dan HAM, fasilitasi penetapan Peraturan Badan, dan fasilitasi Pengundangan
Peraturan Badan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Setelah
peraturan Badan diundangkan di BNRI, maka dilakukan publikasi melalui
proses digitalisasi ke website jdih.bkkbn.go.id. agar lebih mudah dan cepat
diakses masyarakat.
Permasalahan yang muncul dalam proses penata kelolaan regulasi
diantaranya; " Masih banyaknya peraturan BKKBN yang diusulkan dalam
Proleg BKKBN, akan tetapi masih belum dilakukan pembahasan. Ini
mencerminkan permasalah dari segi perencanaan kebutuhan regulasi di
BKKBN, 2 Sosialisasi peraturan yang belum optimal. Sosialisasi merupakan
salah satu instrument penyebarluasan informasi regulasi. Banyaknya sasaran

Rencana Strategis Sekretariat Utama BKKBN 2020-2024




penggunan yang belum mengetahui subtansi regulasi merupakan persoalan
dalam sosialisasi, sehingga perlu terobosan dalam metode sosialisasi
agar lebih komprehensif dan terpadu, dan ® Tidak dilakukannya kajian dan
telaahan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Proses ini merupakan
bagian dalam proses pembahasan untuk menghindari terjadinya tumpang
tindih/duplikasi pengaturan.
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BAB I
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA BKKBN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, Sekretariat Utama BKKBN memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN. Kemudian dalam melaksanakan

tugas tersebut, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.

Koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;

Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan
dokumentasi di lingkungan BKKBN;

. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama,

dan hubungan masyarakat;

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum;

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

Sekretariat Utama BKKBN terdiri dari 5 (lima) Unit Kerja Eselon Il (UKE II), yaitu;

1)

2)

3)

4)

Biro Perencanaan, yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana program dan anggaran, pengembangan manajemen
kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan,;

Biro Kepegawaian yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan data,
perencanaan, pengembangan, penempatan dan mutasi, serta kesejahteraan
dan disiplin pegawai;

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang memiliki tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi,
serta pengelolaan barang milik negara dan sarana program;

Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat yang memiliki tugas
untuk melaksanakan kajian dan bantuan hukum, koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, pengelolaan organisasi dan tata laksana,
koordinasi dan pemberian fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur,
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dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga
berencana, serta urusan hubungan masyarakat;

5) Biro Umum yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan
kerumahtanggaan dan protokol, pengelolaan administrasi umum, serta
pemeliharaan sarana dan prasarana.

Keseluruhan tugas dan fungsi Sekretariat Utama dan Unit Kerja Eselon Il (UKE
Il) sebagaimana tertera diatas, berada di bawah koordinasi Sekretaris Utama
BKKBN, dan diharapkan seluruh UKE Il Sekretariat Utama dapat memberikan
dukungan manajemen/administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN
dan dapat mendorong upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan
Strategi, serta seluruh target/sasaran BKKBN yang terlah ditetapkan di dalam
Renstra BKKBN 2020-2024. Terkait dengan Bidang Sekretariat di Perwakilan
BKKBN Provinsi, mengacu pada Level Kegiatan di Sekretariat BKKBN Pusat (5
Kegiatan) serta menyesuaikan dukungan terhadap operasional perkantoran (yang
bersifat rutin) di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi.

2.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Renstra BKKBN 2020-2024, Sekretariat

Utama BKKBN berada dalam lingkup Program Dukungan Manajemen. Sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, menetapkan Arah Kebijakan untuk memberikan

“‘Dukungan Manajemen yang Berkualitas dalam Mendukung Penyelenggaraan

Program Bangga Kencana”. Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat diwujudkan

melalui beberapa strategi, diantaranya:

1) Penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;

2) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;

3) Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;

4) Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan
Pengembangan SDM Aparatur;

5) Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tanggaan yang
berkualitas;

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama sebagaimana

tertera diatas, terutama dalam implemetasi/pelaksanaan berbagai kegiatan

prioritas, seluruh UKE Il di lingkungan Sekretariat Utama BKKBN akan terus

memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis baik secara

internal di lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi, maupun

secara eksternal lintas K/L atau lintas bidang/sektor. Diantaranya seperti

upaya perwujudan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern
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Pemerintah (SPIP), proses peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional,
pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) yang berfokus
mengurusi pengadaan, Omnibus Law atau penata kelolaan regulasi dalam lingkup
Bangga Kencana yang harus melibatkan lintas sektor dalam implementasinya,
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dalam hal ini BKKBN memiliki
tugas terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, baik Reguler maupun DAK Fisik
Penugasan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional
(misal; penanggulangan stunting) yang menjadi tugas K/L dan sesuai kewenangan
daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu, DAK Non
Fisik (BOKB). Apabila diperlukan, pengembangan strategi dapat dilakukan sesuai
kebutuhan prioritas setiap tahunnya pada Rencana Kerja (Renja) tahunan.
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BAB llI
SASARAN, INDIKATOR DAN INISIATIF STRATEGI KEGIATAN

Secara garis besar di dalam Renstra BKKBN 2020-2024 terdapat 2 (dua) Program
di lingkungan BKKBN, yaitu 1 (satu) program teknis, yaitu Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan 1 (satu)
program generik (pendukung), yaitu Program Dukungan Manajemen. Program
Dukungan Manajemen BKKBN dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dan Inspektorat
Utama. Pada Renstra Sekretariat Utama BKKBN 2020-2024 ini perlu dijabarkan
berbagai sasaran dan indikator, baik Sasaran Program, Sasaran Keluaran (Outcome),
maupun Sasaran Kegiatan (Output) seluruh UKE Il di lingkungan Sekretariat Utama
BKKBN.

3.1 Sasaran Program, Sasaran Keluaran (Outcome), dan Sasaran Kegiatan

(Output) Unit Kerja Eselon Il (UKE Il) Sekretariat Utama

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, Sekretariat Utama berada dalam

lingkup Program Dukungan Manajemen BKKBN yang memiliki sasaran program

“‘Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis

lainnya di lingkungan BKKBN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik”. Dalam Renstra Sekretariat Utama ini, khusus menjabarkan sasaran
keluaran (Outcome) Sekretariat Utama yaitu “Meningkatnya kualitas Dukungan

Manajemen dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana” yang didukung

oleh seluruh Unit Kerja Eselon Il (UKE Il) dilingkungan Sekretariat Utama melalui

sasaran kegiatan (output) diantaranya:

1) Mewujudkan penyediaan landasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai
dasar penguatan pelaksanaan Program Bangga Kencana;

2) Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan
pengelolaan sarana prasarana perkantoran yang berkualitas;

3) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang berkualitas;

4) Mewujudkan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan,;

5) Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan kepegawaian dan pengembangan
SDM Aparatur Sipil Negara (ASN);

6) Meningkatnya kualitas perencanaan Program dan anggaran yang mengacu
pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran
terpadu dan berbasis kinerja; dan

7) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam
pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana di Provinsi.
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3.2 Indikator Program, Indikator Keluaran (Outcome), dan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) Unit Kerja Eselon Il (UKE Il) Sekretariat Utama

Untuk memastikan dicapainya berbagai sasaran sebagaimana tertera pada point
3.1 diatas, serta untuk menjamin proses pemantauan dan evaluasi atas upaya
pencapaian sasaran tersebut. Untuk memudahkan proses pemantaua dan evaluasi
diperlukan indikator-indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dimulai dari Indikator Program, dalam hal ini Indikator Program Dukungan
Manajemen BKKBN yang diampu oleh Settama BKKBN, dilanjutkan dengan
penjabarannya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon | (UKE 1)
Sekretariat Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) UKE Il di lingkungan
Settama.

Indikator Program Dukungan Manajemen (DKM) dalam lingkup Kesekretariatan
BKKBN adalah “Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen
Program Bangga Kencana”.

Indikator Program tersebut dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit
Kerja Eselon | (UKE |) Settama yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun
kedepan, yaitu:

1) Indeks Reformasi Birokrasi;

2) Opini atas laporan keuangan dari BPK;

3) Tingkat maturitas SPIP; dan

4) Indeks Sistem Merit.

Kemudian, masing-masing Biro (UKE Il) di lingkungan Settama harus dapat
mendukung upaya pencapaian IKU Settama tersebut melalui berbagai kegiatan
prioritas yang di ukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:
1) Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
a. Persentase regulasi yang mendukung dan dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan Program Bangga Kencana.
b. Indeks kepuasan pelayanan publik (konsultasi, data dan informasi).
c. Nilai efektivitas kelembagaan.
d. Persentase pemberitaan positif terhadap BKKBN.
2) Biro Umum;
a. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan
dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran (komposit + kehumasan).
3) Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;
a. Persentase Satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN
sesuai dengan peraturan perundangan (SAP, IKPA dan Jumlah Dokumen
BMN).
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b. Jumlah gudang alokon pusat dan provinsi yang tidak mengalami stockout
dan overstock.

c. Jumlah Satker yang mendapatkan pelayanan Pengadaan barang dan
jasa.

4) Biro Kepegawaian;

a. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian BKKBN.

b. Persentase penerapan manajemen pengembangan talenta ASN BKKBN
(management talent).

5) Biro Perencanaan;

a. Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu
pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran
terpadu dan berbasis kinerja.

6) Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi;

a. Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan

rutin/002).

3.3 Inisiatif strategi kegiatan prioritas Sekretariat Utama

BKKBN saat ini telah menggunakan Balanced Scorecard (BSC) dalam
pengelolaan kinerja. BSC merupakan salah satu alat manajemen strategis untuk
menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional/
implementasi berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana yang
dijabarkan didalam Peta Strategi. Settama BKKBN dalam penyusunan Peta
Strateginya fokus pada upaya untuk meningkatkan public branding atas reputasi
layanan BKKBN dan meningkatkan kualitas pengelolaan dukungan manajemen
dan tugas teknis lainnya di lingkugan BKKBN. Kemudian dari perspektif Internal
Business Process Settama BKKBN fokus pada upaya untuk meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih (diprioritaskan pada upaya pengelolaan
SDM aparatur yang profesional serta peningkatan akuntabilitas dan tata kelola
organisasi), serta upaya untuk meningkatkan upaya penerapan budaya kerja
ASN BKKBN. Dari perspektif Learning and Growth Settama BKKBN harus dapat
memastikan pemenuhan SDM Settama yang kompeten dan meningkatnya sistem
informasi digital kesekretariatan, dan terakhir dari perspektif Budget Discipline
fukos pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara akuntabel
(Peta Strategi Settama BKKBN terlampir pada Dokumen Renstra ini). Selain itu,
Inisiatif Strategis juga harus in line/sejalan dengan Peta Strategi Settama yang
telah disusun sebagaimana tertulis sebelumnya yang dimulai dari perspektif
internal business process yang ditetapkan.
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Inisiatif Strategis (IS) merupakan kegiatan prioritas/kegiatan terobosan yang
digunakan sebagai cara untuk mencapai target Indikator Program, Indikator
Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang secara umum
keseluruhannya akan berimpikasi pada upaya untuk turut mencapai Sasaran
Strategis (SS) K/L. Inisiatif Strategis Settama BKKBN untuk periode Renstra 2020-
2024 ini adalah:

1) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (Q1 2020).
2) Penguatan lingkungan pengendalian berbasis risiko.

3) Penguatan manajemen informasi yang mudah dan terbuka berbasis sistem
informasi.

4) Internalisasi budaya organisasi BKKBN melalui MRF
(Q1 2020).

5) Pengembangan sistem reward berbasis merit.

6) Pengembangan log frame dan uji signifikansi antar variabel dalam pohon
kinerja BKKBN.

7) Penyusunan sistem penilaian tata kelola organisasi.

Dari perspektif learning and growth, diantaranya:

1) Mengoptimalkan pemanfaatan Assessment Center untuk melaksanakan
pengukuran kompetensi SDM Settama dan seluruh unit kerja BKKBN secara
umum.

2) Integrasi aplikasi e-gov di lingkup Settama.

Serta dari perspektif budget discipline:

1) Memastikan kesesuaian perencanaan dan penganggaran.

2) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3) Efisiensi pelaksanaan kegiatan.

4) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

5) Pengembangan sistem koordinasi untuk mempertahankan WTP.

6) Memastikan komitmen pimpinan untuk mempertahankan WTP.

Seluruh Inisiatif Strategis Settama BKKBN tersebut diatas telah disusun dengan
mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang dalam lingkup
kesekretariatan, serta memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi yang
dimiliki oleh Settama BKKBN sebagaimana disampaikan pada Bab I.

Kemudian untuk mendukung seluruh Inisiatif Strategis Settama BKKBN tersebut,
disusun rancangan berbagai kegiatan prioritas yang menjadi tanggungjawab
masing-masing UKE Il di lingkungan Settama sebagai berikut:

1) Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum Kependudukan dan KB, serta
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2)

3)

4)

Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana, dilakukan dengan cara:

a.
b.

C.

d.
e.

Pengelolaan regulasi/kebijakan BKKBN.

Pembinaan/sosialisasi, monitoring dan evaluasi regulasi, pengelolaan
organisasi dan tatalaksana.

Persepsi Pelayanan Publik.

Tata kelola kehumasan dalam mendukung pemberitaan di media massa.
Penetapan unit kerja sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang
cepat dan tepat, dilakukan dengan cara:

e

J-

5@ ™m0 o0 oo

Layanan Umum Rumah Tangga.

Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
Pengelolaan Arsip dan Persuratan.

Layanan keprotokolan.

Gaiji dan Tunjangan.

Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Pengadaan kendaraan bermotor.

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.
Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan.
Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi.

Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN, dilakukan dengan

cara:

@ ™o a0 T

Penyusunan Laporan Keuangan.

Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran.

Pengelolaan BMN.

Pengelolaan manajemen gudang Alokon.

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN.
. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundangan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN,
dilakukan dengan cara:

@™ ™o a0 T

Penataan administrasi dan data kepegawaian berbasis elektronik.
Pengadaan ASN.

Pengembangan Budaya Kerja Organisasi dan Kesejahteraan ASN.
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Motivasi ASN.

Pengelolaan manajemen talenta.

Penyediaan Profil Kompetensi Pegawai.

Pengembangan Penilaian Kinerja Individu.
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5) Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran, dilakukan dengan cara:

a.
b.

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.
Pemantauan dan Evaluasi Rencana Program dan Anggaran.

6) Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi, dilakukan
dengan cara:

d.
. Pengelolaan Keuangan dan BMN.

b
C.
d.
e

Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana, Reformasi Birokrasi dan Humas.

Pengelolaan Manajemen Kepegawaian.
Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran.
Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Perwakilan BKKBN Provinsi.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara
berkala dan dievaluasi pada akhir periode RPJMN/Renstra 2020-2024. Target
kinerja terdiri dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari
suatu program, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
BKKBN (sebagaimana tertera pada Bab Il) yang mencerminkan berfungsinya
keluaran, termasuk didalamnya Indikator Program/Indikator Kinerja Utama (IKU)
Unit Kerja Eselon | beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator
Kinerja Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran
(Output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran program dan IKU
(Outcome) yang telah ditetapkan.

Indikator Program Dukungan Manajemen (DKM) - Sekretariat Utama terdiri atas:

1) Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen Program Bangga
Kencana dengan target pada tahun 2020 adalah 3,1 dan sampai pada akhir
periode ditahun 2024 adalah 4,2 dari skala 1-5.

2) Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan
target pada tahun 2020 adalah sebanyak 5 unit kerja dan sampai akhir periode
ditahun 2024 diharapkan sebanyak 21 unit kerja sudah berpredikat WBK.

3) Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
pada tahun 2020 belum ada target unit kerja yang berpredikat WBBM, namun
pada akhir periode ditahun 2024 diharapkan ada 2 unit kerja sudah berpredikat
WBBM.

Indikator Program tersebut dapat dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU) Unit Kerja Eselon | (UKE I) Sekretariat Utama yang harus dicapai selama

periode 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1) Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2020 adalah 80,0 dan
sampai pada akhir periode ditahun 2024 adalah 82,0 dari skala 0-100.

2) Opini atas laporan keuangan dari BPK dari tahun 2020 sampai dengan tahun
2024 diharapkan mencapai target Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3) Tingkat maturitas SPIP dengan target pada tahun 2020 adalah 3,2 dan sampai
pada akhir periode ditahun 2024 diharapkan bisa mencapai level maturitas 4,2
dari level maturitas 1-5.
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4) Indeks Sistem Merit target pada tahun 2020 adalah 3,0 dan sampai pada akhir
periode ditahun 2024 adalah 4,0 dari skala 1-4.

Kemudian, masing-masing Biro (UKE Il) di lingkungan Settama harus dapat
mendukung upaya pencapaian IKU Settama tersebut melalui berbagai kegiatan
prioritas yang di ukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1) Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat;

a.

Persentase regulasi yang mendukung dan dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan Program Bangga Kencana dengan
target pada tahun 2020 adalah sebesar 80% dari Program Legislasi
BKKBN dan sampai pada akhir periode di tahun 2024 adalah sebesar
85% dari Program Legislasi BKKBN.

Indeks kepuasan pelayanan publik (konsultasi, data dan informasi) target
pada tahun 2020 adalah 3,56 dan sampai pada akhir periode ditahun 2024
adalah 4,1 dari skala 1-5.

Nilai efektivitas kelembagaan target pada tahun 2020 adalah sebesar 67,2
dan sampai pada akhir periode ditahun 2024 diharapkan bisa mencapai
nila efektivitas kelambagaan sebesar 72.

Persentase pemberitaan positif terhadap BKKBN target pada tahun
2020 adalah sebesar 90% dan sampai pada akhir periode ditahun 2024
diharapkan presentase pemberitaan positif bisa mencapai 95%.

2) Biro Umum;
Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan
pengelolaan sarana prasarana perkantoran (komposit + kehumasan) dengan
target pada tahun 2020 adalah 3,17 (tanpa kehumasan) dan sampai pada
akhir periode ditahun 2024 adalah 3,5 dari skala 1-4.

3) Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;

a.

Persentase Satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN
sesuai dengan peraturan perundangan (SAP, IKPA dan Jumlah Dokumen
BMN) target pada tahun 2020 adalah sebesar 97,3% dan sampai pada
akhir periode ditahun 2024 diharapkan mencapai 98,3%.

Jumlah gudang alokon pusat dan provinsi yang tidak mengalami stockout
dan overstock target dari tahun 2020 sampai dengan akhir periode ditahun
2024 adalah sama yaitu sebanyak 1 pusat dan 33 provisi tidak mengalami
stockout dan overstock.

Jumlah Satker yang mendapatkan pelayanan Pengadaan barang dan jasa
target dari tahun 2020 sampai dengan akhir periode ditahun 2024 adalah
sama yaitu 9 satker di pusat dan 33 satker provinsi.
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4) Biro Kepegawaian;

a. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian BKKBN dengan target pada
tahun 2020 adalah 4,0 dan sampai pada akhir periode ditahun 2024
adalah 4 4.

b. Persentase penerapan manajemen pengembangan talenta ASN BKKBN
(management talent) target pada tahun 2020 adalah sebesar 60% dan
sampai pada akhir periode ditahun 2024 diharapkan dapat mencapai 90%.

5) Biro Perencanaan;

a. Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu
pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran
terpadu dan berbasis kinerja target pada tahun 2020 adalah sebanyak 3
dokumen dan sampai pada akhir periode ditahun 2024 adalah sebanyak
4 dokumen, penambahan ini karena berakhirnya RPJMN 2020-2024
sehingga perlu disusun dokumen Rencana Strategis 2025-2029.

6) Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi;

Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan

rutin/002) target dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sama yaitu 12

bulan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana
organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke
depan. Perhitungan dalam kerangka pendanaan dibuat berdasarkan proyeksi
dalam lima tahun yang terlebih dahulu tertera di dalam Renstra K/L, dalam hal ini
Renstra BKKBN 2020-2024. Selain itu, dalam menyusun kerangka pendanaan
juga harus memerhatikan perkiraan sumber dana, baik bersumber dari APBN,
maupun sumber pembiayaan kegiatan lain (dari pihak Donor/Hibah dalam dan
luar negeri, maupun dari organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan
yang peduli terhadap Program Bangga Kencana) yang dapat diperoleh selama
implementasi program/kegiatan dalam periode lima tahun kedepan.

Kebijakan pemerintah saat ini penganggaran diarahkan agar berbasis program
(money follows program) melalui penganggaran berbasis kinerja, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dukungan anggaran
di lingkungan Sekretariat Utama BKKBN secara umum digunakan untuk menjamin
tersedianya kegiatan terkait dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan
program Bangga Kencana, khususnya untuk mendukung kegiatan dilingkungan
Sekretariat Utama baik tingkat pusat maupun Perwakilan BKKBN provinsi.
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Baseline pendanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp 3.052,5 milyar, untuk tahun 2020 telah
dianggarkan sebesar Rp 2.504,8 Milyar, dan pada akhir tahun Renstra Sekretariat
Pusat dan Provinsi dianggarkan sebesar Rp 3.176.9 milyar, dengan rincian sebagai
berikut:

Pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN Tahun
2020-2024 (dalam juta rupiah)

w || Fegemez Da’;f”;‘y;’f’ﬂ“?gﬁ!:ﬂf:‘;’;:ssa‘:fﬁ;;m’a" Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Perkiraen Alokss| Pendanaan (Dalam Jula Rupiah) Unit Organisasi | Status
Program (Outcome)! Indikator Sasaran Kegiatan! Indikator Output 2020 2021 2022 2023 2024 Pelaksana Prioritas
Keluaran (Output)
G Utama G.1_[Sasaran Outcome (Eselon I): GA_[indikator Sasaran Oufcome (Eselon 1): 138469 147777 156584 165918 175814
Meningkatnya kualitas dukungan T__[indeks Reformasi Birokrasi
manajemen dalam penyelenggaraan 2__[Opini ats laporan keuangan dar BPK Sekretariat Utama
Program Bangga Kencana 3 [Tingkat maturitas SPIP
4 [indeks Sistem Merit
T [Penyediaan dan GA.1 |Sasaran Kegiatan (Eselon 1: G117 |Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon Il 3.008.79 3389.32 358067 378351 399653
Landasan Sasaran Kegiatan: j T regulasi yang Gan di untuk
::k::‘d ke dan penyediaan landasan hukum yang meningkatkan kualitas pengelolaan Program Bangga Kencana Biro Hukum, KL
KB?serll; P dapat dipergunakan sebagai dasar 2 [Indeks kepuasan pelayanan publik (konsultasi, data dan Organisasi Dan .
Organisasi dan Program informasi) Humas (BIHOM) | K
9 Bangga Kencana e I
Tatalaksana Niai efeKiivitas kelembagaan I
Persentase pemberitaan posilf terhadap BRKBN KIL
2 |Pelaksanaan G.1.2 |Sasaran Kegiatan (Eselon I): [G1.2_[Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon Il T16.310,8030 | 125619,0866 | _ 135.144,2316 | 1411208657 | 149.676,1368
inistrasi Sasaran Kegiatan: Mewujudkan Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran,
perkantoran dan dan sarana prasarana Biro Umum
dan (komposit + (BIRUM) KL
yang cepat dan tepat sarana prasarana perkantoran yang
berkualitas
3 Kualitas | G.1.3 |Sasaran Kegiatan (Eselon I: G135 |Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon I} 5.189,00 588034 5.401.16 5.053.23 1053642
T [Sasaran Kegiatan: 7 Satker yang Tata kelola keuangan
dan BMN pengelolaan keuangan dan BMN yang dan BMN sesuai dengan peraturan perundangan (SAP, IKPA KL
berkualitas dan Jumlah Dokumen BMN) Biro Keuangan Dan
2 [Jumiah gudang alokon pusat dan provinsi yang fidak Pengelolaan BMN
mengalami stockout dan overstock (BIKUB) KL
2 [Sasaran Kegiatan: Mewujudkan 3 |Jumiah Satker yang mendapatian pelayanan Pengadaan
pengelolaan Pengadaan Barang dan barang dan jasa KIL
Jasa yang transparan
7 [Pengelolaan Sumber Sasaran Kegiatan 5 (Eselon I Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon 1) 3.022.01 4.358.28 4607.78 4872.25 515258
Daya Manusia Sasaran Kegiatan: 7 [indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian BRKBN RIL
|Aparatur Sipil Negara kualitas pengelolaan layanan 2 penerapan Talenta Biro
(ASN) BKKBN kepegawaian dan pengembangan SDM ASN BKKBN (management talent) (BIPEG) KIL
Aparatur Sipil Negara (ASN)
5 [Penguatan G.15 |Sasaran Kegiatan 6 (Eselon 1) [G-1.5__[Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon Il 5.028.25 5529.95 5.849.74 6.188.73 6.548,05
Perencanaan Program Sasaran Kegiatan: Meningkainya T [Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang
dan Anggaran ualitas perencanaan Program dan mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka Biro Perencanaan
anggaran yang mengacu pada menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
(BIREN) KIL
pendekatan kerangka pengeluaran
iangka menengah, penganggaran
terpadu dan berbasis kinerja
& [Pelaksanaan T7[Sasaran Kegiatan di 33 BRKBN Provinsi| 1.1 Tndikator Kinerja Kegiatan di 33 BKKBN Provinsi (33 unit 2.366.386,20 2.556.603.65 268545207 2.837.057,91 3001177,76
Dukungan Manajemen (33 unit Eselon I Provinsi) Eselon Il Provinsi):
o Perwaian BKKEN T flan BKKBN Provinsi 2.366.386,20 255660365 | 266545207 | 2837.057.91 3001177.76
Sasaran Kegiatan: Meningkainya T |Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji001 dan
kualitas penyelenggaraan dukungan pemeliharaan ruin/002)
manajemen dalam pengelolaan Sekretariat Provinsi
Program Pembangunan Keluarga, KIL
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana di Provinsi
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama merupakan penjabaran dari Renstra
BKKBN (turunan Renstra K/L ke Renstra UKE [). Kerangka logis yang dibangun
diharapkan dapat merangkai berbagai upaya arah kebijakan, strategi dan kegiatan
prioritas yang akan dilakukan Sekretariat Utama kedepan, serta memperkuat upaya
untuk turut berkontribusi secara langsung (dan terukur) kepada seluruh Unit Kerja
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BKKBN 2020-2024.

Renstra Settama 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan
sebagai acuan dalam pengelolaan Program Dukungan Manajemen BKKBN yang
lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian
sasaran program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam
upaya mewujudkan pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lain yang
berkualitas. Proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta
evaluasinya juga harus mendapat perhatian sehingga dapat dipertanggungjawabkan
baik pada setiap tahunnya, pertengahan periode RPJMN/Renstra 2020-2024, maupun
pada akhir periode 5 tahun (2024).

Renstra Settama 2020-2024 ini diharapkan telah memenuhi kaidah-kaidah
management strategic planning yang dapat menggambarkan keefektifan organisasi
dalam mendukung tercapainya sasaran Program Bangga Kencana. Apabila di
kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Sekretariat Utama 2020-
2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra,
perubahan struktur organisasi/kelembagaan dan/atau tugas dan fungsi BKKBN, dan
melalui proses telaah/evaluasi/pertimbangan dari K/L terkait yang berwenang.

Rencana Strategis Sekretariat Utama BKKBN 2020-2024




®

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT

UTAMA

2020 - 2024

LAMPIRAN




e e e e ce ce 1suinoid uep jesnd euesye|eje) uep Isesiuebio ueejojabuad
‘ise|nBal isenjers uep Buuoyuow ‘Isesijelsos/ueeulquad| zZez
ljejnwn
0c 0C 0C (4 0c e/u :w.«v_ e EV_H
N) yejwnp NEMMg ueyeliqay/iseinbai ueejojpbuad| Lz
neinwinyj
0z 0z 0z 0z 0z e/u UON Uelwn
N Yepne NEXME ueyningip Buek ueseligexseinbes yejwne| Ly
L 1 1 1 1 1 ueuefe wnynH ueueAeq ;ndjno/uesen;ay (1)
(WOHIg) sewny o
S6 %6 %€6 %26 %16 %06 ussied
ueq Isesiuebio % K % % % % NgXMg depeyia) yyisod ueeplaquiad asejussiod|
‘wnyny ong
cL 1L 0L 69 89 L] SejAI B3 |
ueebequiajay SeyARse €
-1 e
Ly v o' g'e re 9s'e Gw—xm__ohwv (1sewwiopuy
uep ejep ‘Iseynsuoy) yijgnd ueuekejod uesenday syepul| g euesielRle L
eueouay| ebbueg uep Isesjuebio
NaxMMg NaxMMg NaMMg NaMMg NaMMg NaxMg weuboid ueeuesyejad ueyenbuad ueejojabuad euas ‘gy
_wm_mn_wmm._ _wm_mm_mmo._ _mm_wn_wmo._ _wm_mn_wmwA_ _mm_wn_wmw._ _mm_wn_wmwA_ uesiag Jlesep eBeqes ueyeunbiadip jedep uep ueynpnpuaday|
weiboid weiboid welbold weibold weiboid weibold eueousy| e66ueg weibold ueejojebuad sepeny ueyieybuiusw Buek wmyny uesepue| ueeipahuad wnyny
uep % S8 uep % ¥8 uep % €8 Hep % ¢8 Hep % 18 Hep % 08 snjun uesjeejuewp uep Bunynpusw BueA |seinbei esejussiad| | ueypninmaly ‘uejeiboey) ueleses uesepueT ISes|uoIUIS
:(I1 uojas3) uejeibay| efiaury Jojexipul| |'1'9 uojas3) uejeibay ueieseg| L'L'D uep ueelpafuad| |
eje:
o g o't z'e o' - (71 ereds)
syapuj JISN waysig syepul| ¥
a4 o'y 8'c 9'c v'e z'e -1 SEJUNEN |9A9T dids sejnjew jexbury| ¢
eweln jeejanes dLM dlm dlm dIM d1M d1M Ydg uido Ydg Hep uebuenay uesode| seje juido| 2
(guNvdusiy euesuay ebbueg weiboid
-0 elE!
0'z8 s18 o't s‘o8 o‘o8 uelejiuad) ao“v_mv_.__v_mv ueesebBuajakuad wejep f
89 Isesyjoulg Isewiojoy syepul| | 1 inp sejjeny eAujeyBujuay
:(l uojas3) awoanQ ueieses ioe)Ipu|| 1'D :(l uojas3) swoonQ uereseg| 1’9 ewejq jeuejaIyas| o
z b 0 0 0 0 elioy nun (Waam) wuekeran
yisiag 1sesjoug yehejim jesipaidiog efioy yun yejwne| ¢ Wieg Buek ueyejupawag
(uswafeuen (1am) ejojoy &) ninm:
: 1z 9l n 8 s z efiay yun 10193 €181 UBPNINMAW Wwejep
uebunynq) 1sdnioy| Liep seqag yeAejip Jexipaidiag eliay yun yejunpe| g NayMg uebunybull ip eAuure] siuyey
yusudn weiboid . . . B . e (5-1 ereys) euesua)] ebbueg weiboid sebn} uep uswafeuew uebunynp
(44 oy 6¢€ s€ Le 4 syapu| uawsaleuely uebunyng ueueke| (syapuj) uesenday jeqbuil| | 0] sejieny ek INVET] NaYMg uawaleuep
IINMQ weiboud ueleseg Jojexipul| Al I INMQ weaboud ueieseg| Al ueBunyng weiboid| ||
euesye|ad ) 24114 €202 zz0z rzoz 0zoz 6102 ndinQ Jojeyipu| juejeiBay ueseses Jojeyipu| /(3woanQ) weiboid (3ndino) uesenjay
aul eseg uenjeg y by " " Juejeiboy S /( 0) weiboid uejelbayjjweibold | oN
luebio yun ueleses Jojyipul /sibsjens o3EIpul / a 1o3Eqpul ueseseg /siBajeng ueseseg /(oedw)) yedweq
uesesegjobie ] )

Z0Z-0Z0Z unye] ewe)n jelielalyag ueeuepuad uep eliaury] e

<
N
o
a
o
N
o
N
4
[aa]
N4
4
o
O
S
O
o
-
O
=
O
-—
o
-
v
(0}
(%]
o
(o]
(9}
-—
O
=
-—
(%]
O
=
O
O
g
oz




cl cl cl cl cl 13 ueueAeT ueng uejeinsiad uep disly ueejojpbuad| ¢yz
S6 G6 06 S8 08 - uasiad Jepuejs lensas uep jedad
BueA uedisieay uep Isesisiuiwpe ueuefe| asejussiod| €1
zL zlL 1) cl zlL cl ueuefe ueing ueBunyBui] ueqius}ey uep ueuewesy) ueeojsbusd| zyz
96 6 €6 16 06 - uaslad Jepue)s lensas BueA uebunybul
UEqILa}eY Uep ueueweay ueejojpbuad asejuasiad| Z')
clL cl cl cl clL 4} ueuehe ueing A
(wnaig) ebbue)] yewny wnwn ueueke| Lz
wnwn oaig 6 6 26 16 06 - uesiad Jepuejs
lensas Bued ueebBuejyewniay ueueke| asejuasiod| ||
l L L l l 3 ueuehe wnwn ueueke :ndino/uesenioy (1) J——
(uesewnyey BueA ueiojuesiad eueleseid eueles 1eda) uep jedeo Buek
ge ve ve e'e ee eduey) (v-1 elevs) syopul (uesewnyay + Jisodwoy) uesoyuesad uee|ojebuad uep ueebbueyewn.sy ueebbuejyewniay
s eueseseld eueles ueejojpbuad uep ueebBuejyewniay ‘uelojuesiiad Isessiuiwpe ueueAejad uep uelojuesied
‘uesojueysad isessiujwpe ueuekejod uesenday syopul| L ueypnihma :uejelboy| ueseseg Isesjsiuiwpe
ueuefejad
:(11 uojas3) uejeibay eliaury Joyeyipul| Z'L'O :(]] uojas3) uejelbay ueseseg| zZ'L'O ueeuesyelpd| ¢
A 9 S 14 € z meinwny yejwne 1sdnioy) seqag
yeAejip sepubaju) euoz iebeqgas ef1ay yun uedeysuad| ez
1sdnioy]
%001 %08 %09 %0 %02 B uesied seqag yeAe|ip sejubaju] BUOZ UED ISenjollg ISEWoey
ueeuesyelod weep elay Jun Ise)jise asejuasiod| L'e
3 l l l L l ueueAe] IsesiuebiQ uswaleueyy ueuele Jndino/uesenia ()
nejnwn;
08 0L 09 0S o e/ :% ! mEv“_ essew e|paw Ip
N Yewne ueejuaquiad Bunynpusw wejep uesewnysy ejojay ejel | £z
nejnwn;
SLL 0S1L 4} 00} 72 B/u :w.z _;m_qu_:. NaMMa
ueejuaquiad depeyis) essew eipaw Isej|ise) yejwnp| z'g
%6 %26 %06 %88 %98 %¥8 ussiad Wgng UeueAejaq 1sdesiad| £z
%004 %08 %09 %0t %02 e/ ussiad
NEXMg Nand ueuelejad yun ueeuiquad asejussiad| L'z
I 3 3 l I 3 ueueAe Isewloju| uep jexesedAsey uebungny ueuede ndino/uesenied (z)
euesyejad veoz €z0z ceoz leoz 0zo0z 6i0z IndinQ Jojeyipuj juejeibey ueleseg Jojeyipu] /(8woonQ) weiboig (indino) uesenjoy
aurq sseg uenjeg : ~ " " Juejelboay I 0) weiboid uejelbayj/welbold | oN
1ueblo yun ! S Jo3e)ipuj /y g Jojexipu|

uelesegfjabie]

ueleseg /sibajes}g ueseseg /(joedwy) yedweq

4
I
o
3
o
I
o
«
Z
=3
N4
™
@
o
S
o
2
-]
_—
o
g=
o
S
3]
[
=
(o]
n
)
o
0
Qo
o
.
=
»
o
c
o
(9}
c
o)




~
N
o
o
o
N
o
N
4
[aa]
ve ve ve e ve ve isuinoud uep jesnd W
elie yun yejwne Isenjeas uep ueeuiquad ueeuesyeled| 052 om
O
ve ve ve ve ve ve isuinoud uep jesnd S
efigy yun yejwne jeds} uep jedad BueA ueebbuejyewniay uep ueloyuexiad
Iseljsiujwpe ueueAejad isenjeas uep ueeuiquad yejwnp| |'g )
1 1 1 1 1 L ueuefe] IsenjeAg uep uenejuewad ueueAe :nding/ueleniodi (g) ..nlu
€ € € 3 - - wn ueunBueq uep Bunpab Iserousl jueunbuequiad| vz .m
-—
192'82 192'82 19282 19282 6.€'LC 19282 W (0]
ueunBueq uep Bunpab iserouas jueunbuequiad sen| ¢4 Lrn
8y Cld 144 [44 oy L8 wn uelojuesad seyyise) uejejesad ueepebuad| gve %
14 o 124 [44 oy pAS nn o)
uelojuesyad seyljise; uejejesod ueepebuad yejwne| z'y (e)]
[
€ 42 3 - - - wn 10j0ULI8q UBBIEPUSY UBEPEBUSd| /12 .m
€ 42 3 - - - wn Jojowaq ueelepusy ueepebuad yewnp| |y ....\lv
l 3 3 l l I ueuefe] |eusaju| eueleSEId UEP BUBIES UBueAeT :jndinp/uelenioy (1) o
Zl [} [} z L L ueue/eT ueng Jojuey| UBBJBYI|SWad Uep [euoiseladO| 9vz C
R ] . . ussio Jojuey ueeseyiawad w
66 8'86 986 86 1’86 86 d uep |euoiselado ueueAe| ueeipafuad Iseslleay| z'€ c
Q
€l €l el €l €l €l ueuefe] ueing uebueluny uep ifes | vz o/
00} oor ook 001 001 0oL ussiad uebuefun] uep Ifeg ueieAequad Isesiieay| |'¢
1 1 1 1 1 M ueuefe uelojuesad ueueke :jndino/ueleniod (g)
zl [} zl L [} zl ueueAe ueing ue|oyojoidey ueueke| vz
96 6 €6 z6 6 - uaslad Jeoue| uep qiua)
BJBD8S UR)NY BueA uejoyojoiday ueueke| aseyussiad| |z
1 1 M l 1 1 ueuefe] J9|0x0j01d ueueAe :ndinp/uelenio (z)
euesye|d, yzoe €e0z (4414 120z 0zoz 6roz ndinQ 103eyipu| juejelbay ueleseg Jojeyipuj /(8wo2nQ) weibol (indino) uetenjoy
yejod sur] eseg uenjes nding Jojexpuy jueyeiSey S Jojesiipu| /(awoaing d A " i 0) weiboig uejeiBoywesBoig | oN
1 10 Hun ueleses Jojexipul /st > Joyexipul ¥ a Jojexipul :m_mmww. /siBajeng ueseseg /(3oedw)) yedweq .
uelesegfjabie] :




I1suiaoud ¢ Inoid ¢ | 1suinoud pg | 1suinoid ¢ | I1suinold g 1suinoud \sutosd uep 1esnd
uepjesnd g | uepjesnd g | uepiesnd g | uepiesnd g | uepiesnd g |$g uepiesndg| = - Py ueeoiEBUBY 1SENEAS UEP :m:m«%bwuﬂﬂumwmﬂhwu oz
NAg
1suinodd $¢ | 1suinoud pg | 1suinoad ¢ | 1suinoud pg | Isuinold pg tsuoud 1suinoud uep jesnd uep uebuenay| ueejojabuad Isenjea] uep Buo)uop
uepjesnd g | uepiesnd g | uepjesnd g | uepiesnd g | uepjesnd g |¢ uepiesnd g ‘ueeuiquay uesyedepusw Buek Joyes yewnr| |
L 1 1 1 1 1 ueuefe] IsenjeAg uep uenejuewad ueueke :nding/ueleniodi (1)
6 6 6 6 6 6 Joxjes
Iseyiunwoy| uep ejep yejobuad jexbuesad ueepebuad| GGz
" ISEXIUNUIOY
6 6 6 6 6 6 wn uep ejep yejobuad jexbuelad ueepebuad yejwnpe| ¢
L 1 1 1 1 M ueuefe |eulaju| BUBIESEI] UEP BUBIES UBURAET :IndjnO/UBIENDY (€)
z z 4 4 4 I uesode uosjoly Buepnb uswaleuew ueejojebuad| v5z
I1suinoud ¢¢ Inoud g¢ | 1suinoud g | 1suinoud ¢¢ | I1suinold g 1suinoud 1sumoxd uep jesnd
uepiesnd | | uepiesnd | | uepjesnd | | uepjesnd | | uepjesnd | |gguepjesnd | T jeda] 9 ueBuap 1enses UOYO|Y ISNqUISI UBNBUEBSYEISN
uep ueyeuesuals|y Buek uoyoly Buepng yejwnpe| z'z
F 4 g . F € veloder NINg ueelojpbuad| €52
Am:x_amv z_z:mmn_ S S v 4 4 v uswinyoq npjem jeda) ifesia) Buek N g uswnsoq yejwne| g
uebuenayj ong L L L | | 1 ueuefe eseBoN YN Bueseg uswaleuepy ueueke Indino/ueleniay (2)
[44 144 144 144 [44 44 1epies ueseBBuy ueeuesyejad elojeY elel | z6z
(1ope3qipul
S6 56 6 €6 26 Z1 ewe ussiad (Weibll) Joes
enuwio) 96 ueseBbuy ueeuesye|jad eliauly uelejuad asejussiad| z')
b 3 3 b b 4 uesode ueBuenay uelode ueunsniuad| 1z
0ol 0ol 0ol 00l 0ol 0ol ussiad (1sueyunyjy disuud 9) dv's lensas
ueBuenay| uesode] unsnAusw BueA Jexjes esejuasald| ||
L 1 L 1 l M ueuefe uebuenay uswaleuely ueueke ;ndinQ/ueleniayy (1)
1suinoud ¢ | 1suinoud ¢ | 1suinoud g | 1suinoud ¢¢ | 1suinoud g 1suinoid
uepjesnd | | uepjesnd | [ uepjesnd | | uepjesnd | | uepjesnd | |gg uepiesnd | suinoud uep jesnd 300)SI8A0 UBP JN0OXO0)S
1wejebuaw yepn BueA 1suinoid uep jesnd uosioje Buepnb yejwnp|
£'86 £'96 0'g6 146 €16 1'86 uesiad (NWg uswimied yewnr uep Sanermea
VdMI ‘dvS) uebuepuniad ueinjesad uebuap iensas NN g uep BueA NG uep uebuenay ueejojebuad
uebuenay e|ojey EJE) UBMNEUESYESW Buek Jases asejussiad| | ueypninmayy :uejelbay ueseseg| | NINg uep uebuenay
uee|ojabuad
(11 uojes3) uejeiBay eliauy Jojexipul| £°1'9 :(1 uojes3) uejeibey| ueseseg| g1’ | seyeny uejesbuiuad| €
euesye|ad 202 €202 f44 114 rzoe 0zoz 6102 ndinQ Jojeyipu| juejeibay ueleses Jojeyipuj /(3woonQ) weibold (3ndino) ueseniay
oy aulT eseg uenjeg Ueleses 101ey1pul 516 .oum. U " JorEIpU 162y S /( 0) weiboid uejeibayjjweibold | oN
1 O #un S JojeIpul /sibejens APl a Jojexipul ueieseg /sibajelyg ueseses /(joedw)) yedweq

ueleseg/jabie]

<t
N
o
a
o
N
o
N
Z
[2a]
¥
4
o
o]
£
O
-—
o
-—
o]
=
O
-—
[0]
1
—=
(0]
(02}
A4
(o))
(9]
-—
O
=
-—
(%]
o]
c
o]
O
c
Q




44 4% a2 44 44 4% Joves uesebBuy
uep Emhmo._n._ BUBJOUSY ISen|eA] uep uenejuewsad| 2.2

14 € € € € 14 uswmiog uesebBuy uep weibold eueosusy ueunsnAusd| 17z
S S I I S S uswnyoq unsnsip BueA
uesebbue uep weiboid ueeueoussad ueyeligey yejwnr| |
(N3HI1g) L 1 1 L L l ueuefeq] ueeueouslad ueuede :ndinQ /uesen|oy u
iad olig o
eliaupy siseqlaq uep npedia) o~
ueleBbuebuad ‘yebususw exbuel 1
Lewnyo uesenjabuad exbueiay uejeyapuad o
v € € € € v hoa el1aupy siseqlaq uep npedis) uesebBuebuad ‘yebususw eped noebusw Buek uesebbue m
eybuel ueienjabuad exbuelay uejeyapuad eped noebusw uep weibold ueeuedualad sejeny ~
BueA uesebBuy uep weiboid ueeueoualad uswnyop yejwnp| | eAujeybulua)y :uejeibay ueleseg uelebbuy uep
weibold ueeuedussad N
:(]1 uojas3) uejeibay eliaury s03eyipul| G'L'O :(11 uojes3) 9 uejelbay ueseseg| G'L'O uejenbuad| § m
L 9 S v € 4 uswnyoq npiAIpu| eliaury] uelejiuad uebuequabuad| 292 M
00z 009 005 ooy 0'oe 9€e'6l ussiad lemebad Isusjadwoy |Ijoid ueelpahuad| 992 o]
€ € € € € 4 uswnyog ejus|e} uswsaleuew ueejojpbuad| 59z m
0'0L 0'09 005 (4 0'0¢ ussied Jjood jusje} wejep NSY ejep asejuasaid| || D
-—
(1suinoid uep jesnd) (o]
09 09 09 09 09 09 efio 1N <
NSV ISeAijojy uep isenjea3 ‘Buuiojiuoly ‘ueeuiquad| $9z .m
o
. 9 ] 12 € z uswnyjoq NSV ueessjyefosay Lrn
uep IsesiuebiQ eliay eAepng uebuequabuad| €9z )
(9adig) z z z z z z uswnyjoq NSV ueepebuad| zoz )
day ong K
oL 8 9 4 4 eu uswnyjoq Jluonyaid o)}
sisequaq uelemeBaday ejep uep Iseljsiulwpe ueejeuad| 19z [
-—
ueiemebaday O
ot 8 9 v z ueuefe ."
Nluouyale siseqiaq uelemebaday ueueke| yejwnp| || (75)
l L L l l I ueuefe] eisnuely eAeq Jaquing uawsaleuely ueueke] :JndinQ juelen|oyy m
O
(9}
006 008 0'0L 059 009 09 ussiad (jusye; juswoebeuew) NGMMNE (NSV) eseboN n1dis injesedy Nas c
NSV ejusje} uebuequeabuad uswasleuew uedesouad asejussiad| g uebuequabuad uep uelemebaday )
: NExXg (NSV) oz
v oy 9 Ly oy o' syepul ueuefe| ueejojebuad sejjeny erebop |IdiS Jnjeredy
NEXMg uelemebaday ueueke uesenday syopul| | eAujeyBulusyy :uejeibay ueseseg m_.mr:m_z efeq
:(1 uojas3) uejeibay eliaury Joyeyipul| L' (11 uojas3) g uejelbay ueleseg| p'L'9 | Jequng ueejojebuad| ¥
1suinoud ¢ | 1suinoud ¢ | Isuinoad g | 1suinoud ¢ | Isuinoad g 1suinoud
1suiaoud uep jesnd uebuepuniad ueinjesad
uep jesnd g | uepjesnd g | uepjesnd g | uepiesnd g | uepjesnd g |gg uepjesnd g lensos eser uep Bueieg ueepeBusy UBEl0EBUSY| /67
0'06 0'68 0'e8 0.8 0'sg 006 uasiod ueBuepuniad ueinjesad |ensas eser uep Bueleg
ueepebuad uexeuesyejaw Buek Joyjes asejussiad| L's
1 1 1 L 1 l ueuekeq wnwn ueuefeT Jndino/ueleniey ()
1suinoud oud 1suinoud 1suinoud 1suinosd 1suinoud ueledsuel bue esep
cwv. mm_‘_mw nmv. mw:wmm rm_u, mm:MM F._mu. mw:m_mmm .._m_o. mw:MM e _.._mu. esnd 6 1suinoud uep jesnd ese/ uep Bueleq uep Bueseg ueepebuad ueejojabuad
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ueepebuad ueueiejad ueyjedepusw BueA Jexies yejwnr| ¢ ueypninmaly :uejelbay ueseseg| Z
euesye|ad vzoe €20z ceoz Leoe 0zoz 6102 IndinQ Jojeyipu) juejeiBey ueleses Jojeyipu] [(8wo3nQ) weiboid (ndino) ue.enjoy
10 ourtesed uenes ueseses Jojexpul /Si6: JoexIpU | Jojeyipu e S/ 0) wieibo.d uejeiboyyjuieiboid | oN
: o3un S JojexIpul /s AP f q 1oqipul ueseseg /sibajesys ueseses /(3oedw) yedweq

uelesegfabie]




~
N
e e e e e e Isuinold ueunbueg uep Bunpag Iserousy/ueunbuequiad| Lz¢ m
95101 951°01 951°01 95101 951'8 TL9TL o ueunBueq uep Bunpab Iserouss /ueunbuequiad sen| g o
ve ve ve ve ve e Isulnold uelojuesad seyjise; uejejesad ueepebuad| 0ze m
8 8 8 8 8 e wn uelojuesed seyise; uejejelad ueepebued yewnpe| ¢'¢ N
€ € ve Ve e Ve Isuinold 1sexiunwoy uep ejep yejobuad jexybuesad ueepebusd| 61€ m
L L L L L 4" nin ISexIunwoy X
uep ejep yejobuad jexbuelad ueepebuad yejwne| z'¢ W
123 153 13 € € e Isulnold Jojowiaq ueelepusy ueepebuad| gLE o}
1 [o]3 A S - Sl nn . m
Jojouniaq ueesepuay ueepebuad yejwnr| g O
-—
L 1 L L 1 L ueuefe |eulsju| euElESEId UBp BUBIES UBueAeT jndinQ juelenay (g) -}
—
zl zl zL zl zl 4} ueuefe ueing Jojuey ueeleyiewad uep euoisessdo| 21¢ m
O
00l 0oL 00l 00} 0oL 00l ussiod Jojuey ueeseyiawad ..nl.v
uep [euoisesado ueueke| ueeipakuad Isesiiesy| z'z Lrn
€l €l €l €l €l €l ueueAe ueng ISUINOId NEMMg uepyemsad uebuelun] uep ife| glLe %
Isulnold 004 oot 004 004 ooi 0oL Hesied uebuefun] uep Ife9 ueseAequad Isesiieay| |'z A4
jeuejanjaS o2
1 1 1 l L 1 ueuee] uelojuexlod ueuede :ndinQ Juesen|ay| (g) ..nhv
=
e ve e e ve e 1SUIAOId 1Suin0ld 1)
NEMME uelyemiad npedia] Isenjeag uep uenejuewad| GLe
O
e 123 ve 13 123 e uswnyoq uesebBuy uep weiboid ueeueousiad ueejojebuad| y1¢ c
SLp9L SLY9L SLY9L SLpol SLY9L SLY9L remebad uetemeBaday uswsleueyy ueejobuag| ¢le m
- - =
ve ve ve ve ve ve Jomes NG uep ueBuenayj ueejojebusd| zie &
ve ve ve ve ve ve uejeiboy| SELNH uep Isenjollg
Iseuwlo}ay ‘euesyeq] eje] ‘IsesiuebiQ ueejojpbuad| 1¢
zL zh zh z zh zh ueing . . _ (eeuo uep ‘winwn
uelemebaday| ‘ueeueouaiad ‘NINg uep uebuenayy)
Isuinold Ip uswaleuely ueesebbusjeAuad yejwn .
SUAOM [P TEUEN ! dewinr] ISUIAOI 1P BUEDURIAY
L 1 L 1 L L ueuee Ja)jes uswaleuepy uebunyng ueuele Jndino juesenid (1) eBienjey| uep ‘ueynpnpuaday
‘eBien|ay] ueunbuequiad weiboid
101 wejep feue
cl 43 43 13 43 [43 ueing (zoo/unni ueeseyiawad ueesebbusjahuad seyjeny
uep Loo/!feb ynseuwusy) Isuinold Ip uswsaleuepy uebunyng| | eAujeyBuluap :uejelbay) ueseseg
TSUIACId NaYId UEIDemIod JENeones | L' Isuirold
NaMMga ueemiad
1p usweleuep
:(1sulnoud || uojesy SUIAOId || UOJaST JIUN €€) ISUIAOId ueBunyng
Hun £¢) Isulnold NEXYE €€ 1P uejelbay efiaury Jojexipul| LI NEXX4 €€ Ip uejelboy ueseseg| || ueeuesye|od| Lg
euesyejad 124174 €202 (44114 120z 0202 610 IndinQ Jojeyipu| juejelBay ueseseg Jojeyipu] /(dwoanQ) weisboid (ndino) ue.enioy
aulq sseg uenjeg N Ny " / 160y ueleses /(; 10) weaboud uejelboyjjwelboid | oN
1 o uun ueleseg Jojeyipu] /siBajeljg ueleseg Jojeyipu| edweq Jojexipu]
ueseseg /sibajesyg ueseseg /(3oedwy) yedweq
uelesegabie]




|2gelunye

uajadwo
eJedas uesef8ue i

uejlelielauasay SueA ewe)sas

uejeejuewsad [eUBIp Isewiojul
INQS ueynuawad
:G__mf_.paom:ms_ wiaisls m\.EEu_wc_.cm_z ueMIISEWI|A
Tag o1 197
auydiasiqg ¥e8png yimolug pue Sujuiea
- -, I — L | —y
” \ - ~
/ 1sesiueslo ejo|ay 7 |euoisajoid Sueh \
ele] uep sejljigejunye V \ INQS ueejojeduad )]
\ eAuleyBuIluUsN tddl eAuleyBuluaN "£d4dl
~ 7’ ~ 7’
Sy — — - S~ — — -

yisieq uep yleq

BueA ueyejunswad
e|o]ay e1e)

eAujexBulus|n "Tdgl

NaXAd
NSy eliay eAepng
eAuleyBuiua iy ‘zdgl

$$3301d Ssaulsng |eulaiy|

- -~ ~
’ Na})g uesunysul Ip eAuuie \ NEY)g ueueAe|
f m_cﬂwwwmzwzzu_ucww.mﬁwc%hmumE ] Iseindau seie Buipup.iq
\ sejjeny eAujeyBuiualp - 'zs3 /7 2gnd eAuguiuaIy
N _ ‘153
~ o -

_— = =

siapjoya)els [eulaixy

ewe)n Jeuejanyag sibajes)s ejod

~
N
o
o
o
N
o
N
4
[aa]
N4
4
o
O
S
O
-—
-]
-+
O
=
O
-—
o
-
v
(]
(%]
o
(o))
[
—
O
=
-—
(%]
O
(=
O
(9}
g
(-4




isesiueblio ejojay

eje] uelejiuad wWalsIs ueunsnAusd L o'zl Isesiueblo ejojay e1el IgIIN 2
NEMMg elisury uoyod
weep |aqeuea Jejue isueiubis Isesiueblo ejojey B2
iln uep swey 6o| uebuequeabuad | 0L (dvs) senngeunye ieiN - | uep sejjigejunye eAuieybuiusly  ydgl
8w siseqiaq (-1 eIE®S) |[eucisajold Buek
piemal walsis uebuequsbusd L o'c a8 WelsIs syapul L mas ueejojebuad eAuleyBuus] 49l
(0zoz 1)
JdN INE[BW NgXMg (¥ — 1 e1eys) NaYxd
1sesiuefilo eAepng Isesieulaiu] L o'c eliey eAepng syapu] | NSV elay eAepng eAuieybulusy  zdgl

ISELLLIOJUI WB)SIS
siseqleq eyngdal uep yepnw Buek
ISeWIOUl uawaleuew uelenbuad 7

o¥Isu siIseqiaq uelepusbuad (-1 2IEYS)
uebunybul uelenbuagd | ¥'e dids sejumew 1eybur] 7
(0oL
(0zZ0oz L) Isenjolg Isewlojay -l e|es) N9 uisieg uep yreq bueA ueyejunswsd
dey peoy ueunsnAusd | o'oa ISBIOIg ISBWI0IDY SYapul L e|o|ay e1e] eAuieyBuiusly Ld4Al

siBajens Jeisiu] 0Z0Z 19B1e] ewe)n elisury Jojeyipul sifajel}g uelesesg

<
N
o
o
o
N
o
N
y4
[aa]
N4
4
(o]
O
(S
O
-—
-
-—
O
=
O
-—
o
-
s
(0}
(%]
o4
(o]
(%)
-—
O
f
-—
(%]
(o]
c
(o}
O
=
Q
oz

§59001d SsauIsng jewisiuf yqadsiad

BUEIUSY NEMYg uebunybui
eb6ueg weiboid uswsaleuew uebunynp Ip BAUUIE| sIu¥a) sebn) uep uswsleuew

(G—1 eEys) L'e ueueAe| (syapu|) uesenday jeybul] | ueBunynp ueejojgbuad seyjeny eAuieybulusy  7g3
eueausy ebbueq weiboid NEMMEG usueie)

(F— | BIEYS) 0’ ueueie| depeyisl yignd 1sdasiad syapu] | 1seindal sele Suipuesq aygnd efuieybuius)y 1S3

0Z0Z 1261e] ewejn ebauny Jojeyipul sifajel)s ueieses

Japjoyayels jeusaixsg myadsiad L

ndijsw pieselodg pasueleg Jyyadsiad jedws welep eweln jeliejansg ewejn elisuny Jojeyipu| uep ibsjens eled ueleqelusd




d1m ueyueyepadwal
ynun ueuidund uswiuoy ueyiisews|y 7
d1lm ueyueyepadwaw Na¥Mg uebuensy
¥njun ISEUIpIooy wajsis uebuequebuag | dLM ueiode] see M4gq wudQ 7
Ise|nbal depeyial ueymedsy ueyieybuiuay ¥
ueeifiey ueeuesyead Isusisyy ¢
ueeibay usruesyead selMpale usyieyBulusly 7 (W dMl) 19Y1eg [2qBIUNyE BIBJAS
uelebburbusad uelebbuy ueeursyEe|od uelebbue umeejuewad
uep ugeuElIUalad URIEBNSSSaY UBYISBWSBN | s ellaury ugig|luad asejussiad | ueyewndobusyy  1L.ag

siBajens jpeisiu|

ewejn ebiauny Jojexypu

sifajens uelesesg

aulidrasiqg 19b6png Jadsiad v

EIEEE R
Iseibaiune] Bueh usleLRlaasaY lenbip 1sewoul
ewenag dnybul 1ip aob-a 1seyqde 1Iseibaju] | 04 0J ISELLLIOJUI Wa]sIs asejuasiad L walsis eAueybulualy 91
BlWBENES INAS Isualadwoy usladLloy
ueinynbusad ueyBUBSHE[SW YNUN I181uan Isusladwoy IBpuR]S Iynuawaw Buef swenss Was
usWwssassy ueleejuewsd ueyewndobuspy | % 0/ Bued ewenss WAS aselussiad | ueynuswead ueyisewspy 197

siBajens jyeisiu|

et ewe}n elaury Jojeyipu|

jabie]

sifiajens ueleses

ymmous pue buiuiea Jedsiad ¢

~
N
o
o
o
N
o
N
4
[aa]
N4
4
[aa]
O
S
O
-
-]
-
O
=
O
-—
o
-
=
(]
(%]
o
(o))
[
—
O
=
—
(%]
O
(=
O
(9}
g
(-4




